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ABSTRAK 

Julia Novita Sari, (2025): Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Ganti Rugi 

Terhadap Korban Salah Tangkap 

 Pe$ne$litian skripsi ini dilatarbe$lakangi ole$h banyaknya kasus korban salah 

tangkap yang te$rjadi se$tiap tahunnya di Indone$sia. Dalam banyak kasus orang-

orang yang tidak be$rsalah ditangkap dan dipaksa untuk me$ngakui tindakan yang 

tidak me$re$ka lakukan. Dalam konte$ks ini, ne$gara me$miliki ke$wajiban untuk 

me$mbe$rikan pe$rlindungan dan ke$pastian hukum bagi korban salah tangkap, salah 

satunya me$lalui pe$mbe$rian ganti ke$rugian. Ganti kerugian merupakan hak korban 

karna kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini te$lah diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pe$raturan Pe$me$rintah 

Nomor 92 Tahun 2015. Namun, terdapat ketidakharmonisasi pada KMK No. 

983/KMK.01/1983, yang tidak mencantumkan batas waktu pelaksanaan 

pembayaran ganti kerugian, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan 

ketentuan waktu yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan 

pe$ne$litian ini adalah untuk me$nge$tahui tinjauan yuridis te$ntang ganti ke$rugian 

bagi korban salah tangkap be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 

2015 se$rta untuk me$nge$tahui te$rkait pengaturan besaran ganti kerugian bagi 

korban salah tangkap dalam pe$raturan pe$rundang-undangan di Indonesia  

 Je$nis Pe$ne$litian ini adalah pe$ne$litian yuridis normatif, de$ngan pe$nde$katan 

pe$rundang-undangan, pe$nde$katan konse$ptual, dan pe$nde$katan kasus. Bahan 

hukum yang digunakan dalam pe$ne$litian ini adalah bahan hukum prime$r, bahan 

hukum se$kunde$r, dan bahan hukum te$rsie$r. Te$knik pe$ngumpulan data yang 

dilakukan me$lalui studi ke$pustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

se$cara kualitatif de$skriptif de$ngan pe$narikan ke$simpulan se$cara de$duktif.  

 Hasil pe$ne$litian ini me$nunjukkan bahwa ganti ke$rugian bagi korban salah 

tangkap diatur dalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 harus 

dibayarkan selama 14 hari kerja, namun terdapat ketidaksesuain antara PP 92 

Tahun 2015 dengan KMK 983 terkait jangka waktu pembayaran Ganti kerugian 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi korban salah 

tangkap. Meskipun batas waktu 14 hari telah ditetapkan untuk mempercepat 

pembayaran, batas waktu tersebut sering tidak realistis karena proses administratif 

dan pembuktian yang kompleks memerlukan waktu lebih lama. Besaran ganti rugi 

Pasal 9 PP menyebutkan bahwa ganti kerugian bagi korban salah tangkap berkisar 

antara Rp500.000 hingga Rp100.000.000. Untuk korban yang mengalami cacat, 

ganti rugi antara Rp25.000.000 hingga Rp300.000.000, sedangkan bagi korban 

yang meninggal dunia, ganti rugi ditetapkan antara Rp50.000.000 hingga 

Rp600.000.000. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tidak memuat dasar hitung ganti 

rugi yang adil, sehingga penetapannya subjektif dan sering tak sesuai dengan 

kerugian nyata korban salah tangkap. 

  

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Ganti Kerugian, Korban Salah Tangkap 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indone$sia me$rupakan ne$gara hukum yang be$rdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945. Se$tiap Warga 

Ne$gara Indone$sia tanpa te$rke$cuali dibe$rikan pe$rlindungan hukum kare$na se$tiap 

orang me$miliki ke$samaan hak dan ke$wajiban se$rta ke$dudukan yang sama di 

de$pan hukum atau adanya asas e$quality be$fore$ the$ law. Hukum yang baik adalah 

hukum yang me$mbe$rikan ke$adilan bagi me$re$ka yang me$ncari ke$adilan. 

Pe$ne$rapan hukum pidana di Indone$sia masih me$nghadapi tantangan dalam 

me$wujudkan ke$adilan dan hak asasi manusia. Banyak pe$ristiwa dalam ke$hidupan 

masyarakat yang me$nunjukkan kurangnya pe$rhatian pe$me$rintah te$rhadap ke$dua 

hal te$rse$but. Salah satu contoh ke$tidakadilan dan pe$langgaran hak asasi manusia 

dalam pe$ne$gakan hukum adalah kurangnya pe$rlindungan hukum bagi korban 

salah tangkap.
1
 

 Ironisnya, me$ski telah me$masuki e$ra re$formasi, namun supre$masi hukum 

di Indone$sia tidak le$bih baik dari dulu. Be$rdasarkan hasil surve$i transparansi 

inte$rnasional, pe$radilan Indone$sia me$rupakan salah satu dari lima le$mbaga paling 

korup di dunia.
2
 Dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak be$rsalah di 

tangkap, bahkan ke$mudian dihukum dan dipe$njara se$lama be$rtahun-tahun. Ini 

dise$but de$ngan praktik pe$radilan se$sat (miscarriage$ of justice$) yang me$rupakan 

                                                           
1
Fajjrul Nur Ilham, Ahmad Mahyani, “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah 

Tangkap”, Journal of Law and Social Political Governance, Volume 2.,No.3.,(2022) h.2 
2
E.A Pamungkas,“Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia” (Navila 

Idea: 2010). h.5  
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ke$adaan dimana gagalnya te$rcapai dari tujuan hukum yaitu ke$adilan dan ke$pastian 

hukum. Kasus salah tangkap te$lah banyak te$rjadi bahkan se$be$lum adanya ganti 

ke$rugian yang diatur didalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015, dalam 

banyak kasus orang yang tidak be$rsalah ditangkap dan dipaksa untuk me$ngakui 

pe$rbuatan yang tidak dilakukannya. Pe$nyiksaan yang dilakukan ole$h aparat 

ke$polisian yang dalam hal ini te$lah me$langgar hak asasi manusia. Te$rjadinya 

pe$radilan se$sat bisa dari se$sat fakta dan se$sat dasar hukumnya.
3
 Pe$radilan se$sat 

biasanya te$rjadi se$jak awal, yaitu dalam prose$s pe$mbe$rkasan 

pe$nye$lidikan/pe$nyidikan, namun tidak me$nutup ke$mungkinan dalam be$be$rapa 

kasus jika hal ini juga te$rjadi pada tahap be$rikutnya yaitu pada tahap pe$nuntutan 

dan tahap pe$me$riksaan di pe$ngadilan.  

Dalam prose$s be$racara hukum pidana se$ring kali te$rjadi ke$ke$liruan saat 

me$lakukan pe$nangkapan ke$pada diduga te$rsangka atau se$ring salah tangkap atau 

e$rror in pe$rsona. Korban salah tangkap adalah orang yang diide$ntifikasi ole$h 

pe$ne$gak hukum se$bagai pe$laku ke$jahatan. Namun, jika korban te$tap be$rsite$guh 

bahwa dirinya tidak be$rsalah, ada ke$mungkinan tidak sahnya prose$dur 

pe$nangkapan te$rse$but bisa dibuktikan me$lalui prose$s prape$radilan. Prose$s 

prape$radilan diciptakan se$bagai sarana untuk me$mantau pe$ne$gakan pe$raturan 

pe$rundang-undangan agar aparat pe$ne$gak hukum tidak se$we$nang-we$nang untuk 

be$rtindak, pe$ngaturan te$ntang hal ini te$lah te$rdapat di dalam KUHAP. Salah 

tangkap be$rakibat ke$pada korban ke$hilangan haknya se$pe$rti hak hidup, hak 

pe$me$liharaan ke$hormatan, hak ke$me$rde$kaan, hak pe$rsamaan, dan hak lainnya 

                                                           
3
Adami chazawi, Lembaga Peninjauan kembali perkara pidana, penegakan hukum dalam 

penyimpangan praktik dan peradilan sesat.(Jakarta:sinar grafika,2011),h.130 
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yang sangat me$rugikan korbannya. Bukan hanya itu korban salah tangkap juga 

dapat me$ngalami be$be$rapa ke$rugian se$pe$rti fisik, psikis dan mate$ri, se$hingga 

korban salah tangkap harus dibe$rikan pe$rlindungan hukum ole$h ne$gara.
4
 

Ke$salahan pe$nangkapan me$rupakan tanggung jawab pe$nuh aparat pe$ne$gak 

hukum, khususnya Ke$polisian dan Ke$jaksaan. Pe$nangkapan dan pe$nahanan harus 

dilakukan se$cara hati-hati dan be$rdasarkan bukti pe$rmulaan yang cukup. Salah 

satu pe$rlindungan hukum yang bisa dibe$rikan adalah be$rupa ganti ke$rugian. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 95 

te$lah dije$laskan me$nge$nai adanya ganti rugi te$rhadap orang yang ditangkap, 

ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang be$rdasarkan undang-undang atau 

kare$na ke$ke$liruan me$nge$nai orangnya atau hukum yang dite$rapkan. De$ngan 

de$mikian, dapat dipahami bahwa ke$salahan te$rse$but bisa saja te$rjadi se$lama 

prose$s pe$nyidikan be$rlangsung.
5
 

Pe$rlindungan hukum bagi korban salah tangkap te$lah banyak te$rdapat 

didalam pe$raturan pe$rundang-undangan diantaranya dite$gaskan Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman yaitu te$rdapat didalam 

pasal 9 ayat (1) yang me$nye $butkan:  Se$tiap orang yang ditangkap, ditahan, 

dituntut, atau diadili tanpa alasan be$rdasarkan undang-undang atau kare$na 

                                                           
4
 Syifa Anggita Ahimsa Putri, Nandang Sambas, “Analisis Pemberian Ganti Kerugian 

Terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia”, Bandung Conference 

Series: Law Studies, Volume 4.,No 1.,(2024),h.2 
5
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pasal 95 Tentang Ganti Kerugian 
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ke$ke$liruan me$nge$nai orangnya atau hukum yang dite$rapkannya, be$rhak me$nuntut 

ganti ke$rugian dan re$habilitasi.
6
 

Ganti ke$rugian diatur dalam hukum acara pidana, te$patnya pada Pasal 95 

dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kompe$nsasi 

be$rupa uang dibe$rikan ke$pada te$rsangka, te$rdakwa, atau te$rpidana yang 

ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau me$ngalami tindakan lain yang tidak 

be$ralasan me$nurut hukum, atau akibat ke$salahan ide$ntitas atau pe$ne$rapan hukum. 

Imple$me$ntasi ganti ke$rugian se$bagaimana diatur dalam KUHAP masih be$lum 

optimal de$ngan masih adanya  korban salah tangkap yang be$lum me$ndapatkan 

haknya. Pe$mulihan hak-hak korban se$ringkali masih be$lum optimal. Pe$ne$rapan 

KUHAP saat ini be$lum mampu me$ngatasi pe$rmasalahan tindak pidana yang 

te$rjadi. 

Dalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 me$nyatakan: 

1. Pe$mbayaran ganti ke$rugian dilakukan ole$h me$nte$ri yang me$nye$le$nggarakan 

urusan pe$me$rintahan di bidang ke$uangan be$rdasarkan pe$tikan putusan atau 

pe$ne$tapan pe$ngadilan se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

2. Pe$mbayaran ganti ke$rugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 

(e$mpat be$las) hari ke$rja te$rhitung se$jak tanggal pe$rmohonan ganti ke$rugian 

dite$rima ole$h me$nte$ri yang me$nye $le$nggarakan urusan pe$me$rintahan di bidang 

ke$uangan. 

                                                           
6
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 9 
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3. Ke$te$ntuan me$nge$nai tata cara pe$mbayaran ganti ke$rugian diatur de$ngan 

Pe$raturan me$nte$ri yang me$nye $le$nggarakan urusan pe$me$rintahan di bidang 

ke$uangan.
7
 

Dalam KMK No. 983/KMK.01/1983 tidak diatur te$rkait batas waktu 

pe$laksanaan pe$mbayaran ganti ke$rugian, se$hingga tidak adanya ke$se$suaian 

de$ngan batas waktu yang diatur dalam Pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015 te$ntang 

Pe$laksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang me$nje$laskan 

bahwa batas waktu pe$mbe$rian ganti ke$rugian adalah se$lama 14 hari se$te$lah 

pe$rmohonan ganti ke$rugian dite$rima ole$h Me$nte$ri Ke$uangan. Te$rdapat dalam 

pasal 39 C PP NO.92 Tahun 2015 dikatakan bahwa “pada saat pe$raturan ini mulai 

be$rlaku, ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan yang me$rupakan pe$laksanaan 

dari pe$raturan pe$me$rintah ini wajib dise$suaikan de$ngan pe$raturan pe$me$rintah ini 

dalam jangka waktu paling lama e$nam bulan te$rhitung se$jak tanggal pe$raturan 

pe$me$rintah ini diundangkan”. Namun, sampai saat ini KMK 

No.983/KMK.01/1983 be$lum juga dise$suaikan de$ngan PP 92 tahun 2015 Adanya 

ke$tidakse$suaian antara PP No. 92 Tahun 2015 te$ntang Pe$laksanaan KUHAP 

de$ngan KMK No 983/KMK.01/1983 te$ntang Tata Cara Pe$mbe$rian ganti ke$rugian 

me$nce$rminkan bahwa le$mahnya pe$raturan me$nge$nai ganti ke$rugian bagi korban 

salah tangkap.  

 

                                                           
7
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772,  Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana Pasal 11 
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Data tabel kasus korban salah tangkap di Indonesia 

Periode Jumlah Kasus Salah 

Tangkap 

Keterangan 

Juli 2018-  Juni 2019 51 Data dihimpun dari monitoring 

media dan pendampingan kasus 

oleh Komisi untuk orang hilang 

dan tindak kekerasan (Kontras)
8
 

Juni 2020- Mei 2021 12 Data dihimpun dari monitoring 

media dan pendampingan kasus 

oleh Komisi untuk orang hilang 

dan tindak kekerasan (Kontras) 

Juli 2022- Juni 2023 20 Data yang dirangkum dalam 

lembar laporan hari 

Bhayangkara ke-77 pada 2023 

oleh Komisi Untuk Orang 

Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (Kontras)
9
 

Juli 2023- Juni 2024 15 Kontras melaporkan 15 kasus 

salah tangkap oleh polisi, 

dengan 23 korban, 9 di 

                                                           
8
 Rindi Nuris Velarosdela, Sandro Gatra, “Catatan Kontras, Ada 51 Kali Kasus Salah 

Tangkap Sejak Juli 2018” Artikel Dari 

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-

tangkap-sejak-juli-2018?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 18 Desember 2024 
9
Mardya Sakti, “Catatan Tren Kasus Salah Tangkap Di Indonesia” Artikel dari 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/catatan-tren-kasus-salah-tangkap-di-

indonesia-korban-turut-disiksa?utm_source=chatgpt.com . Diakses Pada 18 Desember 2024 

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?utm_source=chatgpt.com
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?utm_source=chatgpt.com
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antaranya mengalami luka-

luka.
10

 

 

Se$bagai contoh kasus salah tangkap te$rjadi ke$pada Man Abdurrahman atau 

yang se$ring dipanggil mbah oman me$rupakan korban salah tangkap ole$h se$jumlah 

oknum polisi dari Re$skrim Polre$s Lampung Utara, Oman me$ngalami se$jumlah 

pe$nyiksaan yang dilakukan ole$h aparat ke$polisian untuk me$ngakui pe$rbuatannya. 

Pada 4 Juni 2018, maje$lis hakim PN Kotabumi me$mutuskan Oman tidak be$rsalah 

dan tidak te$rbukti te$rlibat kasus pe$rampokan itu, se$suai bunyi amar putusan 

be$rnomor 15/Pid.B/2018/PN.Kbu. Akhirnya sidang prape$radilan PN Kotabumi 

yang dipimpin hakim tunggal Imam Munandar dan panite$ra pe$ngganti M. Yamin 

me$ngabulkan pe$rmohonan Oman se$suai pe$tikan Salinan putusan be$rnomor 

1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu pada 17 Juni 2019. Hakim me$me$rintahkan ke$pada 

te$rmohon untuk me$mbayar ke$rugian yang dialami Oman se$be$sar Rp 220 Juta. 

Walau sudah ada ke$putusan pe$ngadilan, tidak otomatis uang ganti rugi ke$pada 

Oman dibayarkan. Polda Lampung baru me$nyatakan pe$rmintaan maaf ke$pada 

Oman pada De$se$mbe$r 2023. Akhirnya e$kse$kusi pe$mbe$rian uang ganti rugi 

se$be$sar Rp 220 juta ke$pada Oman te$rlaksana pada 9 Januari 2024. Hal ini te$ntu 

tidak se$suai de$ngan batas waktu pe$ne$rapan ganti ke$rugian yang te$lah diatur dalam 

                                                           
10

 Arif, “Kontras Beberkan Setahun Terakhir Ada 15 Kasus Polisi Salah Tangkap dan 645 

Kasus Kekerasan Oleh Oknum Polisi” Artikel Dari https://dengar.id/berita/kontras-beberkan-

setahun-terakhir-ada-15-kasus-polisi-salah-tangkap-dan-645-kasus-kekerasan-oleh-oknum-

polisi/?utm_source=chatgpt.com. Diakeses pada 24 April 2025 

https://dengar.id/berita/kontras-beberkan-setahun-terakhir-ada-15-kasus-polisi-salah-tangkap-dan-645-kasus-kekerasan-oleh-oknum-polisi/?utm_source=chatgpt.com
https://dengar.id/berita/kontras-beberkan-setahun-terakhir-ada-15-kasus-polisi-salah-tangkap-dan-645-kasus-kekerasan-oleh-oknum-polisi/?utm_source=chatgpt.com
https://dengar.id/berita/kontras-beberkan-setahun-terakhir-ada-15-kasus-polisi-salah-tangkap-dan-645-kasus-kekerasan-oleh-oknum-polisi/?utm_source=chatgpt.com
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Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015.
11

 Kasus korban salah tangkap 

lainnya yang te$rjadi dalam kurun waktu 2023, Se$panjang 2023 ada se$jumlah 

kasus salah tangkap yang dise$rtai ke$ke$rasan hingga pe$nganiayaan, bahkan 

me$nye $babkan ke$matian dalam pe$nahanan. Kasus te$rse$but te$rse$bar di be$be$rapa 

dae$rah Indone$sia, diantaranya polisi yang me$lakukan salah tangkap pe$nangkapan 

bandar narkoba di Manokrawi, Dimana lima oknum polisi dari Satnarkoba Polre$s 

Monokrawi me$nyiksa pe$ke$rja batu bata yang be$rnama Widodo yang be$rusia 32 

tahun karna dicurigai se$bagai bandar narkoba pada awal April 2023. 

Wadirkrimum Polda Papua Barat AKBP, Robe$rtus Pandiangan, me$nje$laskan 

bahwa pe$nye $rgapan yang awalnya ingin me$nangkap te$rduga bandar narkoba 

justru be$rujung pe$nganiayaan dan tidak dije$laskan cara pe$nganiayaan te$rse$but. 

Korban lalu datang me$lapor de$ngan me$mbawa hasil visum. Se$lain itu, Robe$rt 

me$ngatakan, polisi tidak bisa me$ne$tapkan korban se$bagai te$rsangka kare$na tidak 

bisa me$mbuktikan se$bagai pe$masok narkoba. Salah tangkap juga te$rjadi pada 

kasus pe$ncurian motor di Be$ngkulu. Fite$rson me$njadi korban salah tangkap ole$h 

anggota Polda Be$ngkulu dalam dugaan kasus pe$ncurian se$pe$da motor pada 5 Juni 

2023 lalu. Polisi me$ncokok warga Pase$mah Air Ke$ruh, Kabupate$n E$mpat Lawang 

te$rse$but de$ngan me$nge$rahkan se$kitar 50 pe$rsonil te$ngah malam. Fite$rson 

dimasukkan ke$ mobil dalam posisi mata te$rtutup. Fite$rson me$ngaku me$ndapatkan 

pe$rlakuan re$pre$sif se$lama inte$rogasi dan dite$kan agar me$ngaku me$lakukan tindak 

pe$ncurian se$me$njak di dalam mobil. Dirinya juga me$ndapatkan pe$nganiayaan 

                                                           
11

Tommy Saputra, “Perjalanan Kasus Mbah Oman Korban Salah Tangkap Lalu Terima 

Ganti Rugi” Artikel Dari https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-

7133931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi. Diakses pada 

1 Oktober 20 

https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7133931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7133931/perjalanan-kasus-mbah-oman-korban-salah-tangkap-lalu-terima-ganti-rugi
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namun te$tap be$rtahan pada pe$ndiriannya tidak me$lakukan tindak pidana 

te$rse$but.
12

 Se$lain itu kasus korban salah tangkap yang sangat fe$nome$nal yang 

te$rjadi pada tahun 2024 adalah kasus salah tangkap Pe$gi Se$tiawan dalam kasus 

Vina Cire$bon yang te$rjadi pada tahun 2016. Pe$gi Se$tiawan me$rupakan buruh 

bangunan asal Cire$bon, Jawa Barat, yang ditangkap polisi pada 21 Me$i 2024. Ia 

dituduh se$bagai pe$laku pe$mbunuhan Vina dan E$ki.
13

 namun sangkaan 

te$rhadap Pe$gi Se$tiawan  gugur di Pe$ngadilan Ne$ge$ri Bandung. Hakim tunggal 

E$man Sulaiman me$ngabulkan gugatan prape$radilan Pe$gi atas pe$ne$tapan 

te$rsangka te$rhadap dirinya dalam kasus pe$mbunuhan Muhammad Rizky Rudiana 

alias E$ky dan Vina De$wi Arsita. Pe$gi, yang sudah le$bih dari se$bulan me$nde$kam 

di ruang tahanan, akhirnya be$bas pada Se$nin, 8 Juli 2024.
14

 Dalam keputusannya, 

hakim menyatakan bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka tidak sah karena  

melanggar  prosedur  hukum,  di  antaranya  tidak  adanya  pemanggilan 

pemeriksaan sebelumnya serta kurangnya bukti yang memenuhi syarat.
15

 

Meskipun telah diatur mengenai mekanisme ganti kerugian bagi korban 

salah tangkap, masih terdapat ketidaksesuaian dalam regulasi tersebut. Selain itu, 

proses pengajuan ganti kerugian yang cenderung rumit dan berbelit-belit 

                                                           
12

 Ilham Choirul Anwar, “Daftar Kasus Penganiayaan dan Salah Tangkap Selama Tahun 

2023” Artikel Dari https://tirto.id/daftar-kasus-aniaya-salah-tangkap-selama-2023-

gNSp#google_vignette diakses pada 27 Desember 2024  
13

 Abdullah Fikri Ashri, “Kasus Salah Tangkap Oleh Polisi Terus Berulang ,Bagaimana 

Dengan Pegi Setiawan” Artikel dari https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-

salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-pegi-setiawan Diakses pada 27 

Desember 2024 
14

 Prima Mulia, “Pegi Setiawan dan Kasus Salah Tangkap Yang Berulang”, Artikel dari 

https://www.tempo.co/hukum/pegi-setiawan-jadi-korban-salah-tangkap-409142 Diakses Pada 27 

Desember 2024 
15

 Ayu Anjeli Sandra Badeng, et.al, “Eksistensi Praperadilan Dalam Kasus Upaya Paksa 

Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum Oleh Pihak Penyidik Terhadap Pegi Setiawan Sebagai Korban 

Salah Tangkap”, Animha Law Journal, Volume 1.,No.1.,(2024),h.41 

https://tirto.id/daftar-kasus-aniaya-salah-tangkap-selama-2023-gNSp#google_vignette
https://tirto.id/daftar-kasus-aniaya-salah-tangkap-selama-2023-gNSp#google_vignette
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-pegi-setiawan
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/07/kasus-salah-tangkap-oleh-polisi-terus-berulang-bagaimana-dengan-pegi-setiawan
https://www.tempo.co/hukum/pegi-setiawan-jadi-korban-salah-tangkap-409142
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menyebabkan korban tidak dapat secara optimal memperoleh haknya, sehingga 

rasa keadilan pun tidak sepenuhnya dirasakan oleh para pencari keadilan. 

Pe$ngaturan hukum saat ini be$lum mampu me$mbe$rikan pe$rlindungan dan 

ke$pastian hukum yang me$madai bagi korban salah tangkap. Pe$laksanaan aturan 

te$rse$but tidak me$miliki daya paksa. Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 

juga tidak me$ngatur konse$kue$nsi jika ganti rugi tidak dibayarkan. Didalam 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 masih me$miliki ke$le$mahan dimana 

dalam PP 92 tahun 2015 be$lum diatur se$cara me$rinci te$rkait pasal 95 KUHAP. 

Se$hingga te$rdapat adanya ke$kaburan norma, dimana norma yang me$ngatur 

korban salah tangkap be$lum bisa me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap korban.
16

 

Dari latar be$lakang yang te$lah diuraikan diatas maka pe$nulis te$rtarik untuk 

me$lakukan pe$ne$litian yang be$rjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS 

PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ”. 

B. Batasan Masalah 

Agar pe$mbahasan pada pe$ne$litian ini tidak te$rlalu luas se$rta le$bih mudah 

untuk dipahami, maka pe$nulis me$mbatasi pe$rmasalahan pada pe$ne$litian ini 

me$mbahas te$rkait ganti ke$rugian be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 

Tahun 2015 dan besaran yang dibe$rikan ke$pada korban salah tangkap dalam 

pe$raturan pe$rundang-undangan te$ntang ganti ke$rugian. 
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Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 

Volume 3.,No.2.,(2020),h.154 
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C.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pe$ne$litian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis te$ntang ganti ke$rugian bagi korban salah 

tangkap be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 tahun 2015? 

2. Bagaimana pengaturan besaran ganti kerugian bagi korban salah tangkap 

be$rdasarkan pe$raturan pe$rundang-undangan di Indonesia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama pe$ne$litian ini adalah untuk me$mbahas bagaimana tinjauan 

yuridis atas pe$mbe$rian ganti rugi te$rhadap korban salah tangkap. Tujuan 

Pe$ne$litian ini se$cara te$rpe$rinci dapat dike$mukakan se$bagai be$rikut: 

1. Untuk me$nge$tahui tinjauan yuridis te$ntang ganti ke$rugian bagi korban salah 

tangkap be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 

2. Untuk me$nge$tahui pengaturan besaran ganti ke$rugian bagi korban salah 

tangkap dalam pe$raturan pe$rundang-undangan di Indonesia 

Adapun manfaat pe$ne$litian ini yaitu : 

1. Manfaat Te$oritis 

Hasil ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribusi bagi pe$nge$mbangan 

ilmu pe$nge$tahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum be$rkaitan te$ntang 

tinjauan yuridis atas pe$mbe$rian ganti rugi bagi korban salah tangkap. Hasil ini 

diharapkan dapat me$njadi re$fe$re$nsi bagi pe$ne$liti-pe$ne$liti se$lanjutnya pada 

masa yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

Se$bagai bahan acuan dan pe$rtimbangan dalam me$nye $mpurnakan dan 

me$mpe$rbaiki ke$bijakaan  te$rkait ganti ke$rugian yang dibe$rikan ke$pada korban 

salah tangkap di Indone$sia 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kerangka Teori 

Ke$rangka te$oritik me$rupakan salah satu sub bahasan awal dalam 

pe$nyusunan pe$ne$litian yang ke$be$radaannya sangat pe$nting ke$tika akan 

me$lakukan analisis te$rhadap se$luruh pe$rmasalahan yang dikaji, te$rmasuk dalam 

pe$laksanaan pe$ne$litian di bidang ilmu hukum.
17

 ke$rangka te$ori adalah se$buah 

wadah yang be$risi te$ori-te$ori yang digunakan se$bagai bahan landasan pe$ne$litian. 

Ke$rangka te$oritis disusun agar me$mbe$rikan gambaran atas batasan-batasan te$ori 

yang dipakai se$bagai landasan pe$ne$litian yang akan digunakan. 

1. Sistem Peradilan Pidana  

Prof. Soe$be$kti SH me$nde$finisikan siste$m se$bagai suatu ke$satuan yang 

te$rorganisir, te$rdiri atas bagian-bagian saling be$rkaitan dan te$rstruktur 

be$rdasarkan re$ncana untuk me$ncapai tujuan te$rte$ntu. Siste$m pe$radilan 

me$rupakan siste$m te$rbuka yang se$nantiasa be$rinte$raksi dan saling 

me$me$ngaruhi de$ngan lingkungannya. Inte$raksi ini te$rjadi pada be$rbagai 

tingkat, me$liputi aspe$k sosial, e$konomi, politik, pe$ndidikan, te$knologi, se$rta 

antar subsiste$m di dalam siste$m pe$radilan itu se$ndiri..
18

  

Istilah siste$m pe$radilan pidana atau criminal justice$ syste$m pe$rtama 

kali dipe$rke$nalkan di Ame$rika Se$rikat ole$h para pakar hukum pidana dan ahli 

dalam ilmu ke$adilan kriminal. Konse$p ini muncul se$bagai re$spons te$rhadap 

                                                           
17

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press,2020), h.39 
18

Muhammad Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII 

Press,2011),h.13 
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ke$tidakpuasan te$rhadap cara ke$rja aparat pe$ne$gak hukum dan institusi 

pe$ne$gakan hukum yang me$ngandalkan pe$nde$katan hukum dan ke$te$rtiban. 

Pe$nde$katan te$rse$but sangat be$rgantung pada e$fe$ktivitas dan e$fisie$nsi 

organisasi ke$polisian dalam me$nangani masalah ke$jahatan.
19

 

Frank Re$mington me$rupakan tokoh pe$rtama di Ame$rika Se$rikat yang 

me$mpe$rke$nalkan konse$p re$kayasa administrasi pe$radilan pidana de$ngan 

pe$nde$katan siste$m. Gagasan ini muncul dalam laporan proye$k pe$rcontohan 

yang dirilis pada tahun 1958. Se$lanjutnya, ide$ ini diinte$grasikan ke$ dalam 

me$kanisme$ pe$radilan administrasi pe$radilan pidana  atau criminal justice$ 

syste$m. Istilah ini ke$mudian dipe$rke$nalkan dan dise$barluaskan ole$h The$ 

Pre$side$n't Crime$ Commision.
20

 

Pe$radilan pidana dapat dipahami se$bagai suatu prose$s ke$rja yang 

me$libatkan be$rbagai le$mbaga pe$ne$gak hukum. Me$kanisme$ dalam pe$radilan 

pidana ini be$rjalan me$lalui se$rangkaian aktivitas yang te$rstruktur dimulai dari 

pe$nyidikan, pe$nuntutan, pe$me$riksaan di sidang pe$ngadilan, hingga 

pe$laksanaan putusan hakim yang dilaksanakan ole$h Le$mbaga Pe$masyarakatan. 

Siste$m pe$radilan pidana be$rpe$ran me$nce$gah ke$jahatan me$lalui 

pe$nde$katan siste$m dasar. Pe$nce$gahan ke$jahatan dilakukan se$cara siste$matis, 

de$ngan me$nginte$grasikan be$rbagai subsiste$m yang saling te$rkait dan 

be$rinte$raksi satu sama lain. Dalam konte$ks ini, Ke$polisian, Ke$jaksaan, 
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Aria Zurnetti,et.al.,Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,(Depok:Rajawali 

Pers,2021),Cet.Ke-1, h.143 
20

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan 

Abolisionisme, (Bandung: Percetakan Binacipta, 1996),h.8 
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Pe$ngadilan, dan le$mbaga pe$masyarakatan saling be$rinte$raksi dan be$ke$rja sama 

me$njalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Siste$m Pe$radilan Pidana 

me$rupakan suatu siste$m te$rpadu yang me$ngatur me$kanisme$ pe$ne$gakan hukum 

pidana. Pe$radilan pidana me$rupakan siste$m yang komple$ks, te$rbe$ntuk dari 

inte$raksi hukum, praktik administrasi, dan nilai-nilai sosial masyarakat. 

Mardjono Re$ksodiputro me$nje$laskan bahwa Siste$m Pe$radilan Pidana 

me$rupakan suatu me$kanisme$ yang be$rfungsi untuk me$nge$ndalikan ke$jahatan, 

yang me$libatkan le$mbaga-le$mbaga se$pe$rti Ke$polisian, Ke$jaksaan, Pe$ngadilan, 

dan Pe$masyarakatan bagi te$rpidana. Di sisi lain, Romli Atmasasmita 

me$nde$finisikan Siste$m Pe$radilan Pidana se$bagai se$buah siste$m yang ada 

dalam masyarakat dan be$rtujuan untuk me$mbe$rantas ke$jahatan.
21

 

Mardjono Re$ksodiputro me$mbagi tujuan Siste$m Pe$radilan Pidana, yang 

dapat diringkas dalam tiga poin utama be$rikut: 

1. Me$nce$gah masyarakat me$njadi korban ke$jahatan. 

2. Me$nye $le$saikan kasus-kasus ke$jahatan yang te$rjadi, se$hingga masyarakat 

me$rasa puas kare$na ke$adilan te$lah dite$gakkan dan pe$laku ke$jahatan 

me$ndapatkan hukuman yang se$timpal. 

3. Be$rupaya me$nce$gah agar individu yang pe$rnah me$lakukan ke$jahatan tidak 

me$ngulangi tindakan kriminal te$rse$but di masa me$ndatang. 

Di sisi lain, Muladi me$mbagi tujuan Siste$m Pe$radilan Pidana me$njadi 

be$be$rapa aspe$k, yaitu se$bagai be$rikut: 
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Maya Shafira,et.,al.,Sistem Peradilan Pidana,(Bandarlampung: Pusaka Media,2022),h.2 



16 
 

 
 

1. Tujuan jangka pe$nde$k, be$rupa re$habilitasi pe$laku tindak pidana. Tujuan 

jangka pe$nde$k dari re$habilitasi pe$laku tindak pidana adalah untuk 

me$ngubah pe$rilaku me$re$ka. Fokus utama dari upaya ini adalah agar pe$laku 

tindak pidana, se$rta individu yang be$rpote$nsi me$lakukan ke$jahatan, dapat 

me$nyadari ke$salahan me$re$ka. Harapannya, de$ngan ke$sadaran ini, me$re$ka 

tidak akan me$ngulangi pe$rbuatannya dan orang lain pun te$rhindar dari 

me$lakukan ke$jahatan, se$hingga tingkat ke$jahatan dapat be$rkurang. 

2. Tujuan jangka me$ne$ngah be$rfokus pada pe$nce$gahan ke$jahatan, de$ngan 

harapan untuk me$nciptakan suasana yang te$rtib, aman, dan damai di 

masyarakat. Untuk me$ncapai tujuan ini, pe$ncapaian tujuan jangka pe$nde$k 

me$njadi sangat pe$nting. Se$bab, bagaimana mungkin te$rcipta rasa aman dan 

damai jika ke$jahatan masih te$rus be$rlangsung. 

3. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah ke$se$jahte$raan sosial. 

Dalam siste$m pe$radilan pidana, pe$ncapaian tingkat ke$se$jahte$raan yang 

me$nye $luruh bagi masyarakat me$rupakan tujuan utama. Tujuan jangka 

panjang ini me$rupakan hasil dari pe$ncapaian tujuan jangka pe$nde$k dan 

me$ne$ngah, se$hingga ke$be$rhasilannya sangat be$rgantung pada pe$ncapaian 

dari langkah-langkah se$be$lumnya.
22

 

Be$rdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 me$nge$nai Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, siste$m pe$radilan pidana di Indone$sia 

me$libatkan be$rbagai subsiste$m yang masing-masing me$miliki ruang lingkup 

yang spe$sifik, se$bagai be$rikut:: 
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 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: 

Penerbit Kepel Press,2020),h.11 
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1. Ke$polisian 

Dalam siste$m pe$radilan pidana di Indone$sia, Ke$polisian me$miliki 

pe$ran pe$nting dalam me$ne$rima laporan dan pe$ngaduan dari masyarakat 

te$rkait tindak pidana yang te$rjadi. Tugas me$re$ka me$liputi pe$nye $lidikan se$rta 

pe$nyidikan kasus-kasus pidana, se$rta me$lakukan se$le$ksi te$rhadap kasus-

kasus yang me$me$nuhi syarat untuk diajukan ke$ ke$jaksaan. Se$lain itu, 

Ke$polisian juga be$rtanggung jawab untuk me$laporkan hasil pe$nyidikan 

ke$pada pihak ke$jaksaan dan me$mastikan pe$rlindungan bagi se$mua pihak 

yang te$rlibat dalam prose$s pe$radilan pidana. Te$rkait de$ngan fungsi te$rse$but, 

te$rdapat be$be$rapa pe$raturan pe$rundang-undangan yang me$ngatur ke$polisian 

se$bagai bagian dari subsiste$m pe$radilan pidana, yaitu UU No. 2 tahun 2002 

te$ntang Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia, UU No. 3 tahun 2002 

te$ntang Pe$rtahanan Ne$gara, se$rta Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). 

2. Ke$jaksaan 

Tugas utama ke$jaksaan adalah me$nyaring kasus-kasus yang layak 

untuk dibawa ke$ pe$ngadilan, me$mpe$rsiapkan be$rkas pe$nuntutan, 

me$laksanakan pe$nuntutan, se$rta me$ne$gakkan putusan pe$ngadilan. 

Ke$jaksaan, se$bagai salah satu subsiste$m dalam siste$m pe$radilan pidana di 

Indone$sia, diatur ole$h Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 te$ntang Ke$jaksaan 

Re$publik Indone$sia. Dalam UU te$rse$but, diatur bahwa ke$jaksaan 
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me$njalankan tugas dan fungsinya de$ngan be$rlandaskan pada prinsip 

ke$se$taraan di hadapan hukum, ke$se$de$rhanaan dan ke$ce$patan, ke$e$fe$ktifan 

dan e$fisie$nsi, se$rta akuntabilitas. 

3. Pe$ngadilan  

Pe$ngadilan me$miliki tanggung jawab untuk me$ne$gakkan hukum dan 

ke$adilan. Dalam prose$s pe$radilan pidana, pe$ngadilan wajib me$lindungi hak-

hak se$mua pihak, te$rmasuk te$rdakwa, saksi, dan korban. Se$lain itu, 

pe$ngadilan harus me$lakukan pe$me$riksaan kasus de$ngan cara yang e$fisie$n 

dan e$fe$ktif, se$rta me$mbe$rikan putusan yang adil dan se$suai de$ngan hukum. 

Pe$nting pula bagi pe$ngadilan untuk me$nye$diakan are$na publik bagi 

pe$rsidangan, se$hingga masyarakat dapat be$rpartisipasi dan me$nilai prose$s 

pe$radilan di tingkat ini. 

4. Advokat 

Be$rdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 te$ntang Advokat, 

diatur bahwa se$orang advokat be$rpe$ran se$bagai pe$ne$gak hukum yang be$bas 

dan mandiri, de$mi te$rciptanya pe$radilan yang jujur, adil, se$rta me$mbe$rikan 

ke$pastian hukum bagi se$mua pe$ncari ke$adilan. Me$lalui pe$rannya, advokat 

turut be$rkontribusi dalam me$ne$gakkan hukum, ke$be$naran, ke$adilan, dan 

hak asasi manusia. 

5. Le$mbaga Pe$masyarakatan 

Le$mbaga pe$masyarakatan me$miliki pe$ran pe$nting dalam 

me$njalankan putusan pe$ngadilan yang be$rbe$ntuk pe$me$njaraan. Se$lain itu, 
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le$mbaga ini juga be$rtanggung jawab untuk me$lindungi hak-hak narapidana, 

me$lakukan be$rbagai upaya untuk me$mpe$rbaiki diri me$re$ka, se$rta 

me$mpe$rsiapkan narapidana agar dapat ke$mbali be$rinte$grasi de$ngan 

masyarakat.
23

 

2. Peradilan Sesat 

Pe$radilan se$sat diambil dari kata Re$chte$rlijke$ Dwaling (Be$landa) yang 

apabila dibahasa Indone$sia diartikan “ke$se$satan hakim”. Pe$radilan se$sat te$rdiri 

dari dua kata  “pe$radilan” dan “se$sat”. Se$cara Bahasa “pe$radilan” adalah 

se$gala se$suatu me$nge$nai pe$rkara pe$ngadilan. Dari sudut prose$s, pe$radilan 

me$rupakan ke$giatan me$me$riksa suatu pe$rkara yang dilakukan ole$h pe$ngadilan 

untuk me$ngambil ke$putusan. Se$me$ntara arti kata “se$sat” adalah tidak me$lalui 

jalan yang be$nar atau dise$but juga de$ngan salah jalan. Dilihat dari sudut 

prose$snya, pe$radilan se$sat adalah ke$giatan me$ngadili de$ngan me$me$riksa 

pe$rkara atau orang yang diadili untuk me$ngambil ke$putusan yang dilakukan 

ole$h pe$ngadilan de$ngan jalan salah, salah dari se$gi prose$durnya, salah 

me$ne$rapkan aturannya se$hingga me$nghasilkan suatu putusan yang me$rugikan 

bagi orang yang diadili atau te$rdakwa. 

Pe$radilan se$sat dapat te$rjadi akibat ke$salahan dalam fakta maupun 

ke$salahan dalam pe$ne$rapan hukum, yang akhirnya akan me$nghasilkan putusan 

yang me$rugikan bagi pihak yang diadili. Ke$tika pe$radilan de$mikian 

be$rlangsung, putusan yang diambil pun me$njadi salah dan me$nciptakan 
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tanggung jawab bagi ne$gara untuk me$mbe$rikan ganti rugi se$rta me$re$habilitasi 

nama baik orang yang te$rdampak.
24

  

Ada dua macam pe$radilan se$sat, yaitu pe$radilan se$sat dalam hal karna 

faktanya yang se$sat, dan pe$radilan se$sat dalam hal karna pe$ne$rapan hukumnya. 

Pe$radilan se$sat karna faktanya yang se$sat, se$hingga me$nghasilkan putusan 

se$sat, dise$babkan pe$ristiwa yang dibuktikan dalam sidang bukan ke$be$naran 

mate$riil me$lainkan ke$jadian yang te$lah dire$kayasa. Ke$mudian, me$njadi bahan 

pe$rtimbangan hakim dalam me$narik amar putusan yang me$rugikan te$rdakwa. 

Ke$se$satan se$pe$rti ini dise$but se$sat kare$na dalam hal fakta (fe$ite$lijke$ dwaling). 

Ke$dua adalah ke$se$satan dalam bidang hukum, yang te$rjadi ke$tika 

hakim me$mbe$rikan pe$rtimbangan hukum yang me$nyimpang, baik dari 

prose$dur hukum (hukum pidana formal) maupun dalam pe$ne$rapan tindak 

pidana (hukum mate$riil). Me$skipun pe$rtimbangan hakim te$rse$but mungkin 

didasarkan pada ke$be$naran yang se$be$narnya, jika dalam me$ne$gakkan 

ke$be$naran itu digunakan hukum pidana formal atau hukum mate$riil se$cara 

ke$liru, dan putusan te$rse$but be$rpote$nsi me$rugikan te$rdakwa, maka ke$putusan 

te$rse$but dapat dise$but se$bagai putusan pe$radilan yang se$sat.
25

 

3.  Korban Salah Tangkap 

Kata "korban" se$cara e$timologis diambil dari bahasa Latin, yaitu 

victim. Dalam De$klarasi Prinsip-prinsip Dasar Ke$adilan bagi Korban 
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Ke$jahatan dan Pe$nyalahgunaan Ke$kuasaan, korban dide$finisikan se$bagai 

individu atau ke$lompok yang me$ngalami ke$rugian, baik se$cara fisik, me$ntal, 

maupun e$mosional. Me$re$ka juga dapat me$ngalami pe$nurunan te$rhadap hak-

hak dasar me$re$ka, baik akibat tindakan maupun ke$lalaian, yang me$rupakan 

pe$langgaran te$rhadap hukum pidana nasional dan juga diakui dalam norma-

norma inte$rnasional yang be$rkaitan de$ngan hak asasi manusia. 

Be$rikut ini adalah pe$nge$rtian korban me$nurut pe$ndapat para ahli dan 

ke$te$ntuan yang te$rtuang dalam undang-undang: 

Pe$nge$rtian korban be$rdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 te$ntang Pe$rlindungan Saksi dan Korban me$nyatakan 

korban adalah se$se$orang yang me$ngalami pe$nde$ritaan fisik, me$ntal dan/atau 

ke$rugian e$konomi yang diakibatkan ole$h suatu tindak pidana.  

Arif Gosita me$mbe$rikan de$finsi korban adalah individu yang 

me$ngalami pe$nde$ritaan, baik se$cara fisik maupun me$ntal, akibat tindakan 

orang lain yang be$rte$ntangan de$ngan ke$pe$ntingan dirinya atau orang lain. 

Tindakan te$rse$but dilakukan de$ngan tujuan untuk me$me$nuhi ke$pe$ntingan 

pribadi, yang se$ring kali me$langgar hak asasi orang yang me$nde$rita. 

Van Bove$n me$nde$finisikan korban se$bagai individu atau ke$lompok 

yang te$lah me$ngalami ke$rugian se$bagai akibat dari ke$jahatan dan 

pe$nyalahgunaan ke$kuasaan. Me$nurutnya, korban dapat me$nde$rita dalam 

be$rbagai be$ntuk, te$rmasuk ce$de$ra fisik dan me$ntal, pe$nde$ritaan e$mosional, 

ke$rugian e$konomi, se$rta pe$nghilangan hak-hak dasar me$re$ka. Ke$rugian ini 
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dapat dise$babkan ole$h tindakan langsung (by act) atau kare$na ke$lalaian (by 

omission).
26

 

Me$nurut Muladi, korban adalah individu maupun ke$lompok yang te$lah 

me$ngalami ke$rugian, baik se$cara fisik, me$ntal, e$mosional, e$konomi, atau 

me$ngalami gangguan yang signifikan te$rhadap hak-hak fundame$ntal me$re$ka. 

Ke$rugian ini te$rjadi akibat tindakan atau ke$lalaian yang me$langgar hukum 

pidana di tiap ne$gara, te$rmasuk pe$nyalahgunaan we$we$nang. 

Be$rdasarkan de$finisi me$nge$nai korban yang te$lah dije$laskan 

se$be$lumnya, kita dapat me$mahami bahwa korban tidak hanya me$rujuk pada 

individu atau ke$lompok yang se$cara langsung me$nde$rita akibat tindakan yang 

me$nye $babkan ke$rugian atau pe$nde$ritaan. Konse$p korban le$bih luas, me$ncakup 

juga anggota ke$luarga de$kat atau orang-orang yang me$miliki tanggung jawab 

langsung te$rhadap korban, se$rta me$re$ka yang me$ngalami ke$rugian saat 

be$rupaya me$mbantu korban untuk me$ngatasi pe$nde$ritaannya atau me$nce$gah 

te$rjadinya viktimisasi le$bih lanjut.
27

 

Salah tangkap dapat diartikan se$bagai situasi di mana se$se$orang 

ditangkap me$ski se$harusnya tidak, biasanya kare$na ke$samaan ide$ntitas de$ngan 

pe$laku yang dicari. Pe$ristiwa ini se$ring te$rjadi akibat adanya ke$miripan yang 

me$ngakibatkan ke$salahan, atau bisa juga dise$babkan ole$h informasi hasil 

pe$nye$lidikan yang tidak akurat. Istilah disqualification in pe$rson me$rujuk pada 

                                                           
26

 Zulkarnain S, Viktimologi & Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, (Depok: 

Rajawali Pers, 2020),.h.26 
27

Dikdik M.Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, Urgernsi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h.47-48 



23 
 

 
 

ke$ke$liruan dalam prose$s pe$nangkapan ole$h aparat ke$polisian. Dalam hal ini, 

se$orang yang ditangkap bisa jadi te$lah me$nje$laskan bahwa dirinya bukan 

pe$laku yang dicari untuk tindakan pidana te$rte$ntu.
28

 Korban  salah  tangkap  

dapat  diartikan  sebagai  orang-orang  yang  secara  individu  maupun kolektif  

yang  menderita secara  fisik maupun mental  yang  disebabkan oleh kesalahan  

prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum yang berwenang maupun  pejabat  sejenisnya.
29

 

Terjadinya  kesalahan  dalam  melakukan  penangkapan  atau  error  in  

persona  yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-

faktor sebagai berikut : 

1. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik 

2. Adanya Kelemahan di dalam KUHAP 

Dalam  praktiknya  sejak  KUHAP diundangkan ternyata Pasal-

Pasal KUHAP tidak mampu melindungi hak warga secara maksimal.  

Contohnya  misalnya  Pasal  18  ayat  (1)  KUHAP  tentang  penagkapan 

menyebutkan  bahwa  tembusan  surat  perintah  penangkapan  harus  

diberikan  pada keluarga tersangka segera setelah penangkapan.
30
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Dari sudut pandang tanggung jawab korban, Ste$phe$n Schafe$r 

me$ngusulkan se$buah tipologi yang me$mbagi korban me$njadi tujuh kate$gori, 

antara lain: 

a. Unre$late$d victims Korban yang tidak te$rkait ialah me$re$ka yang tidak 

me$miliki hubungan de$ngan pe$laku dan me$njadi korban kare$na me$mang 

be$rpote$nsi. Ole$h kare$na itu, dalam hal ini, tanggung jawab se$pe$nuhnya 

te$rle$tak pada pihak korban. 

b. Provocative$ victims adalah individu yang pe$rannya be$rkontribusi dalam 

me$micu te$rjadinya ke$jahatan. De$ngan de$mikian, dari se$gi tanggung jawab, 

baik korban maupun pe$laku me$miliki pe$ranan yang saling te$rkait. 

c. Participating victims dalam konte$ks ini, korban yang be$rpartisipasi 

se$ringkali tidak me$nyadari bahwa tindakan me$re$ka dapat me$ndorong 

pe$laku untuk me$lakukan ke$jahatan. Se$bagai contoh, saat se$se$orang me$narik 

se$jumlah be$sar uang di bank tanpa pe$ngawalan dan me$nyimpannya dalam 

tas plastik, hal ini dapat me$narik pe$rhatian orang lain untuk me$rampasnya. 

Me$skipun diyakini bahwa tindakan te$rse$but be$rasal dari ke$tidaksadaran 

korban, se$gala be$ntuk tanggung jawab te$tap se$pe$nuhnya be$rada pada 

pe$laku ke$jahatan. 

d. Biologically we$ak victim korban biologis yang le$mah me$rujuk pada 

ke$jahatan yang te$rjadi akibat kondisi fisik korban, se$pe$rti wanita, anak-

anak, dan orang lanjut usia, yang be$rpote$nsi me$njadi sasaran ke$jahatan. 

Dalam hal tanggung jawab, hal ini te$rle$tak pada masyarakat atau 
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pe$me$rintah se$te$mpat yang se$harusnya dapat me$mbe$rikan pe$rlindungan bagi 

korban yang tidak be$rdaya. 

e. Socially we$ak victims yaitu korban yang te$rgolong se$bagai socially we$ak 

victim adalah me$re$ka yang se$ring diabaikan ole$h masyarakat, se$pe$rti 

ge$landangan yang me$miliki ke$dudukan sosial yang le$mah. Ole$h kare$na itu, 

tanggung jawab pe$nuh atas situasi ini se$harusnya dipikul ole$h pe$laku 

ke$jahatan atau masyarakat itu se$ndiri. 

f. Se$lf victimizing victims korban yang me$ngorbankan diri se$ndiri, atau yang 

se$ring dise$but se$bagai korban se$mu, adalah individu yang me$ngalami 

ke$jahatan yang me$re$ka ciptakan se$ndiri, atau ke$jahatan yang tidak me$miliki 

korban lain. Dalam hal ini, tanggung jawab se$pe$nuhnya be$rada di tangan 

korban, kare$na me$re$ka juga be$rpe$ran se$bagai pe$laku ke$jahatan te$rse$but. 

g. Political victims korban politik adalah me$re$ka yang me$njadi sasaran akibat 

pe$rbe$daan pandangan politik. Dari pe$rspe$ktif sosiologis, para korban ini 

tidak dapat diadili atau disalahkan, ke$cuali jika te$rjadi pe$rubahan dalam 

konste$lasi politik..
31

 

 

4. Praperadilan 

Prape$radilan me$rupakan suatu prose$s pe$rsidangan yang dilakukan ole$h 

pe$ngadilan ne$ge$ri untuk me$nguji ke$absahan tindakan pe$nangkapan dan/atau 

pe$nahanan. Se$lain itu, pe$ngadilan juga me$miliki we$we$nang untuk me$me$riksa 

dan me$mutuskan me$nge$nai sah atau tidaknya pe$nghe$ntian pe$nyidikan atau 
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pe$nuntutan.
32

 Me$nurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Pasal 1 angka (10) me$nyatakan bahwa prape$radilan me$rupakan 

we$we$nang yang dimiliki ole$h pe$ngadilan ne$ge$ri untuk me$me$riksa dan 

me$mutuskan pe$rkara se$suai de$ngan prose$dur yang dite$tapkan dalam undang-

undang ini, te$rkait de$ngan: 

1. Apakah suatu pe$nangkapan atau pe$nahanan sah atau tidak dapat dite$ntukan 

be$rdasarkan pe$rmintaan dari te$rsangka, ke$luarganya, atau pihak lain yang 

dibe$ri kuasa ole$h te$rsangka. 

2. Sah atau tidaknya pe$nghe$ntian pe$nyidikan atau pe$nghe$ntian pe$nuntutan atas 

pe$rmintaan de$mi te$gaknya hukum dan ke$adilan 

3. Pe$rmohonan ganti ke$rugian atau re$habilitasi yang diajukan ole$h te$rsangka, 

ke$luarganya, atau pihak lain yang me$wakilinya untuk pe$rkara yang tidak 

diprose$s di pe$ngadilan.
33

 

Ke$munculan le$mbaga prape$radilan ini be$rfungsi se$bagai sarana untuk 

me$ngawasi dan me$ngontrol hukum acara pidana dari se$gi pe$laksanaan, de$ngan 

tujuan me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap hak-hak te$rsangka atau te$rdakwa. 

Kontrol ini dilaksanakan se$cara horizontal, yang be$rarti me$libatkan inte$raksi 

timbal balik antara pe$nyidik dan pe$nuntut umum, se$rta te$rsangka atau 
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ke$luarganya. Se$lain itu, pihak ke$tiga yang be$rke$pe$ntingan juga dapat 

be$rpartisipasi dalam prose$s te$rse$but.
34

 

Me$kanisme$ pe$ngajuan prape$radilan te$lah diatur dalam Pasal 77 hingga 

Pasal 83, se$rta te$rdapat pada Pasal 7 hingga Pasal 15 Pe$raturan Pe$me$rintah No. 

27 Tahun 1983. Me$skipun tata cara pe$ngajuan prape$radilan ole$h pe$mohon, 

yang dapat me$ncakup korban salah tangkap atau pe$nahanan, tidak dijabarkan 

se$cara te$gas dan rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), praktik yang ada me$nunjukkan bahwa prose$dur pe$ngajuan pe$rkara 

pe$rdata se$bagai gugatan atau pe$rlawanan dapat me$njadi acuan.
35

 

5. Ganti Kerugian 

Pe$nge$rtian ganti ke$rugian yang ditimbulkan dari pe$rbuatan me$lawan 

hukum dalam hukum pidana be$rdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Ganti ke$rugian adalah hak se$orang 

untuk me$ndapat pe$me$nuhan atas tuntutannya yang be$rupa imbalan be$rupa 

uang kare$na ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang 

be$rdasarkan undang-undang atau kare$na ke$ke$liruan me$nge$nai orangnya atau 

hukum yang dite$rapkan me$nurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”  

Dasar hukum untuk ganti ke$rugian te$rdapat dalam Pasal 95 dan Pasal 

96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan diatur le$bih 
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lanjut dalam Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 se$rta pe$raturan 

pe$rundang-undangan lainnya. 

Dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), te$rdapat be$be$rapa aspe$k pe$nting yang dapat dipahami me$nge$nai 

tuntutan ganti ke$rugian, yaitu: 

a. Hak untuk me$ndapatkan ganti ke$rugian me$rupakan hak yang dimiliki ole$h 

te$rsangka atau te$rdakwa. 

b. Hak te$rse$but be$rwujud pe$me$nuhan dalam be$ntuk imbalan be$rupa se$jumlah 

uang.  

c. Hak untuk me$ne$rima imbalan be$rupa se$jumlah uang te$rse$but dibe$rikan 

ke$pada te$rsangka atau te$rdakwa be$rdasarkan: 

1. Kare$na ia ditangkap, ditahan, diadili, atau dike$nakan tuntutan tanpa alasan 

yang se$suai de$ngan undang-undang; atau  

2. Kare$na tindakan lain yang tidak didasarkan pada alasan yang te$lah diatur 

dalam undang-undang; atau  

3. Ke$ke$liruan dise$babkan kare$na orang atau pe$ne$rapan hukum yang tidak 

te$pat.36 

Macam-macam ganti ke$rugian dapat dirinci se$bagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yaitu : 
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a. Ganti ke$rugian akibat pe$nangkapan atau pe$nahanan yang tidak sah se$suai 

de$ngan undang-undang. Contoh dari pe$nangkapan yang tidak sah ini antara 

lain adalah tidak adanya surat pe$rintah pe$nangkapan atau pe$nahanan yang 

se$harusnya disampaikan ke$pada te$rsangka, tidak adanya surat te$mbusan 

ke$pada ke$luarga te$rsangka, se$rta tidak je$lasnya alasan di balik pe$nangkapan 

te$rse$but. 

b. Ganti ke$rugian kare$na dituntut dan diadili tanpa alasan be$rdasarkan undang-

undang, ganti ke$rugian ini adalah jika te$rjadi salah pe$nangkapan orang atau 

ke$ke$liruan te$rhadap pe$ne$rapan hukum. 

c. Ganti ke$rugian akibat pe$nghe$ntian pe$nyidikan dan pe$nuntutan dapat 

dibe$rikan ke$pada se$se$orang yang te$lah dicurigai me$lakukan tindak pidana, 

apabila pe$rkara te$rse$but dihe$ntikan ole$h pe$nyidik dan pe$nuntut umum. 

d. Ganti ke$rugian bagi korban akibat tindakan pidana yang bukan dilakukan 

ole$h pe$nguasa dapat diatur dalam Pasal 98 (1). Di dalam pasal te$rse$but 

dinyatakan bahwa jika suatu tindakan yang me$njadi dasar dakwaan dalam 

pe$me$riksaan pe$rkara pidana di pe$ngadilan ne$ge$ri me$ngakibatkan ke$rugian 

bagi orang lain, hakim ke$tua sidang dapat atas pe$rmintaan korban, 

me$mutuskan untuk me$nggabungkan pe$rkara gugatan ganti rugi de$ngan 

pe$rkara pidana te$rse$but.
37

 

Dalam me$ngajukan tuntutan ganti ke$rugian, pe$nting untuk me$miliki 

alasan atau dalih yang kuat. Be$rdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, 
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te$rdapat be$be$rapa dalih yang dapat diajukan ole$h korban tindak pidana se$bagai 

dasar untuk tuntutan te$rse$but, yaitu: 

1. Kare$na suatu pe$nangkapan yang tidak sah, yaitu pe$nangkapan yang 

dilakukan tanpa me$ngikuti ke$te$ntuan yang be$rlaku dan tidak didasarkan 

pada undang-undang, se$rta tidak me$me$nuhi syarat yang diatur dalam BAB 

V, Bagian Ke$satu, te$rutama pada pasal 16 hingga 19 KUHAP. 

2. Pe$nahanan yang dilakukan se$cara tidak sah me$rujuk pada pe$nahanan yang 

dilakukan tanpa alasan yang se$suai de$ngan ke$te$ntuan undang-undang, 

se$bagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3. Dike$nakan tindakan lain, tanpa alasan yang be$rdasarkan undang-undang. 

4. Se$se$orang dapat dituntut dan diadili, atau ditangkap dan ditahan, se$rta 

dike$nakan tindakan lain yang tidak didasarkan pada alasan yang sah 

me$nurut undang-undang, atau kare$na adanya ke$salahan ide$ntitas orang atau 

pe$ne$rapan hukum, se$bagaimana dise$butkan dalam ayat (1). Apabila pe$rkara 

te$rse$but tidak diajukan ke$ pe$ngadilan ne$ge$ri, maka pe$nye$le$saiannya akan 

dilakukan dalam sidang prape$radilan se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang te$rdapat 

dalam pasal 77 KUHAP.
38

 

Se$cara umum, te$rdapat tiga me$kanisme$ tuntutan ganti rugi yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

1. Ganti ke$rugian yang diajukan ole$h te$rsangka yang pe$rkaranya tidak 

diajukan ke$ pe$ngadilan (Pasal 77 huruf b jo 95 ayat (1) dan (2) KUHAP) 
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2. Ganti ke$rugian yang diajukan ole$h te$rdakwa yang pe$rkaranya te$lah 

dipe$riksa dan diputus ole$h pe$ngadilan (Pasal 95 ayat (1) s.d. (5) KUHAP) 

3. Ganti ke$rugian yang diajukan ole$h korban tindak pidana ke$pada te$rdakwa 

(Pasal 98 KUHAP).
39

 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, te$lah me$ngatur ke$te$ntuan 

tata cara pe$ngajuan tuntutan ganti ke$rugian, yang te$cantum dalam Pasal 81 dan 

Pasal 95 KUHAP dan me$nghubungkan ke$dua pasal te$rse$but de$ngan Pasal 77 

huruf b KUHAP. Be$rikut ini akan diuraikan se$cara le$bih rinci me$nge$nai 

prose$dur atau tata cara pe$ngajuan tuntutan ganti ke$rugian 

1. Tingkat pe$me$riksaan suatu pe$rkara hanya me$ncapai tahap pe$nyidikan atau 

pe$nuntutan. Ole$h kare$na itu, jika pe$rkara te$rse$but tidak dilanjutkan ke$ 

tingkat sidang pe$ngadilan, itu be$rarti hanya be$rhe$nti pada tahap pe$nyidikan 

atau pe$nuntutan, yang mungkin dise$babkan ole$h kurangnya bukti atau 

alasan lainnya. Dalam hal ini, pe$rmintaan harus diajukan ke$pada Ke$tua 

Pe$ngadilan Ne$ge$ri de$ngan cara se$bagai be$rikut: 

a. Upaya pe$rtama yang dilakukan adalah me$ngajukan prose$s prape$radilan 

guna me$ne$ntukan ke$absahan tindakan pe$nangkapan, pe$nahanan, 

pe$ngge$le$dahan, pe$nyitaan, atau pe$nghe$ntian pe$nyidikan maupun 

pe$nuntutan. Se$te$lah adanya pe$ne$tapan dari prape$radilan, barulah 

dilanjutkan de$ngan tuntutan ganti ke$rugian. Jadi, ada dua prose$s yang 

harus dite$mpuh, yaitu prose$s pe$rtama dipe$riksa te$ntang sah atau 
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tidaknya tindakan paksa, ke$mudian diajukan tuntutan ganti ke$rugian.  

Jika tindakan te$rse$but dinyatakan sah, maka tuntutan ganti rugi tidak 

dapat diajukan atau akan ditolak. Se$baliknya, jika dianggap tidak sah, 

maka prose$s pe$me$riksaan akan be$rlanjut pada pe$nilaian be$sarnya 

jumlah ganti rugi yang dapat dibe$rikan. 

b. Upaya ke$dua dilakukan de$ngan me$ngajukan prose$s prape$radilan 

se$kaligus dilakukan disamping untuk me$ne$ntukan sah atau tidaknya 

tindakan pe$nangkapan, pe$nahanan, pe$ngge$le$dahan, pe$nyitaan, atau 

pe$nghe$ntian pe$nyidikan atau pe$nuntutan ke$mudian se$te$lah ada 

pe$ne$tapan prape$radilan juga dilakukan tuntutan ganti ke$rugian.  Jadi, 

dite$mpuh hanya satu prose$s, yaitu se$cara be$rsamaan prose$s dipe$riksa 

te$ntang sah atau tidaknya tindakan paksa, dan tuntutan ganti ke$rugian. 

apabila tindakan itu sah, maka tuntutan ganti ke$rugian juga ditolak atau 

dinyatakan ditolak, se$baliknya apabila dianggap tidak sah  langsung 

dite$tapkan pe$nilaian be$sarnya jumlah ganti ke$rugian yang dapat 

dikabulkan. 

 

2. Tingkat pe$me$riksaan pe$rkaranya diajukan ke$ pe$ngadilan. 

Dalam hal pe$ngajuan tuntutan ganti ke$rugian yang te$lah diajukan ke$ 

pe$ngadilan, tidak akan timbul masalah dalam tata cara pe$ngajuannya. Hal 

ini te$rutama te$rkait de$ngan ke$te$ntuan Pasal 7 Pe$raturan Pe$me$rintah No. 92 

Tahun 2015 yang me$rupakan pe$rubahan ke$dua atas Pe$raturan Pe$me$rintah 

No. 27 Tahun 1983 te$ntang Pe$laksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
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Acara Pidana (KUHAP). Se$lain itu, hal ini juga se$jalan de$ngan ke$te$ntuan 

Pasal 95 ayat (3) dan (4) dari KUHAP. 

Untuk le$bih je$lasnya akan diuraikan se$bagai be$rikut: 

1. Diajukan ke$pada Ke$tua Pe$ngadilan Ne$ge$ri yang me$miliki ke$we$nangan 

untuk me$ngadili pe$rkara te$rse$but. Dalam hal ini, bukan prape$radilan, 

me$lainkan pe$ngadilan ne$ge$ri yang be$rhak untuk me$me$riksa dan 

me$mutuskan tuntutan ganti ke$rugian. 

2. Pe$ngajuan ini hanya dapat dilakukan se$te$lah adanya putusan pe$ngadilan 

me$mpe$role$h ke$kuatan hukum te$tap.
40

 

Me$ngingat bahwa batas waktu untuk me$ngajukan tuntutan ganti 

ke$rugian tidak diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, maka masih 

dipe$rlukan adanya re$gulasi yang se$cara khusus me$ngatur te$nggang dan batas 

waktu pe$ngajuan tuntutan te$rse$but. waktu untuk tuntutan ganti ke$rugian sangat 

pe$nting de$mi ke$pastian hukum. Me$skipun undang-undang me$mbe$rikan hak 

ke$pada te$rsangka atau te$rdakwa untuk me$ngajukan tuntutan ganti ke$rugian, 

ke$te$ntuan te$rse$but tidak diatur dalam KUHAP, se$hingga me$nimbulkan 

ke$tidakpastian hukum. Namun, hal ini te$lah diatasi de$ngan dite$rbitkannya PP 

No. 92 Tahun 2015 yang me$rupakan pe$rubahan ke$dua atas PP No. 27 Tahun 

1983 te$ntang Pe$laksanaan KUHAP. Dalam pe$raturan te$rbaru ini, diatur se$cara 

le$bih rinci me$nge$nai tuntutan ganti ke$rugian, yang te$rcantum dalam Bab IV, 
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mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 11, se$rta tambahan Pasal 39B dan 39C yang 

be$rkaitan de$ngan pe$mbayaran ganti ke$rugian. 

Be$rdasarkan Pasal 7 PP No. 92 Tahun 2015 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua 

atas PP No. 27 Tahun 1983 te$ntang Pe$laksanaan KUHAP bahwa batas waktu 

pe$ngajuan tuntutan ganti ke$rugian se$bagai be$rikut: 

1. Tuntutan ganti ke$rugian se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP 

hanya dapat diajukan dalam te$nggang waktu tiga bulan se$jak putusan 

pe$ngadilan me$mpunyai ke$kuatan hukum te$tap. 

2. Dalam hal tuntutan ganti ke$rugian te$rse$but diajukan te$rhadap pe$rkara yang 

dihe$ntikan pada tingkat pe$nyidikan atau tingkat pe$nuntutan se$bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga bulan 

dihitung dari saat pe$mbe$ritahuan pe$ne$tapan prape$radilan.
41

 

Ganti ke$rugian yang diatur dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP me$nyatakan 

bahwa te$rsangka, te$rdakwa, atau te$rpidana me$miliki hak untuk me$nuntut ganti 

rugi akibat pe$nangkapan, pe$nahanan, tuntutan, pe$ngadilan, atau tindakan lain 

yang dilakukan tanpa alasan yang sah be$rdasarkan undang-undang, atau akibat 

ke$ke$liruan baik dalam pe$ne$ntuan orang maupun pe$ne$rapan hukum. Dalam hal 

ini, ganti ke$rugian akan diputuskan dalam pe$rkara yang sama, yaitu pada 

sidang prape$radilan, jika pe$rkara te$rse$but tidak diajukan ke$ pe$ngadilan ne$ge$ri. 

Hal ini se$suai de$ngan pe$nje$lasan dalam pasal 95 ayat 2 KUHAP yang 

me$nyatakan, “Tuntutan ganti ke$rugian ole$h te$rsangka atau ahli warisnya atas 

pe$nangkapan atau pe$nahanan se$rta tindakan lain tanpa alasan yang sah atau 
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kare$na ke$ke$liruan me$nge$nai orang atau hukum yang dite$rapkan se$bagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan yang pe$rkaranya tidak diajukan ke$ pe$ngadilan 

ne$ge$ri, akan diputus dalam sidang prape$radilan se$bagaimana diatur dalam 

Pasal 77”. Adapun ahli waris yang dimaksud adalah me$re$ka yang me$miliki 

ke$de$katan atau hubungan darah de$ngan korban salah tangkap, yang nantinya 

akan me$warisi harta yang ditinggalkan ole$h pe$waris.
42

 

Ne$gara me$miliki tanggung jawab untuk me$mbayar se$mua tuntutan 

pe$rmohonan ganti rugi yang diajukan ole$h korban salah tangkap. Dalam hal 

ini, ke$me$nte$rian yang be$rfokus pada bidang ke$uangan be$rtanggung jawab 

untuk me$lakukan ganti rugi, se$bagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 Pe$raturan 

Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015. Me$skipun pe$mohon sudah me$miliki 

pe$ne$tapan dari pe$ngadilan atau prape$radilan, pe$mbayaran tidak dibe$rikan 

se$cara otomatis ke$pada pe$mohon.
43

 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 te$ntang pe$rubahan ke$dua 

atas Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 27 Tahun 1983 Pe$laksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pe$raturan ini, diatur bahwa pe$mbayaran 

ganti ke$rugian me$njadi tanggung jawab me$nte$ri yang me$nge$lola urusan 

pe$me$rintahan di bidang ke$uangan. Prose$s pe$mbayaran ganti ke$rugian harus 

dilakukan dalam waktu maksimal 14 (e$mpat be$las) hari ke$rja, te$rhitung se$jak 

tanggal pe$ne$rimaan pe$rmohonan ganti ke$rugian ole$h me$nte$ri te$rse$but. 
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Se$lanjutnya, ke$te$ntuan me$nge$nai tata cara pe$mbayaran ganti ke$rugian akan 

diatur me$lalui Pe$raturan me$nte$ri yang me$ngurus bidang ke$uangan.
44

 

Dalam siste$m pe$radilan pidana, baik te$rsangka, te$rdakwa, maupun 

te$rpidana me$miliki hak untuk me$mpe$role$h ganti rugi se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

yang te$rcantum dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Pada dasarnya, ganti rugi ini muncul se$bagai hak individu yang 

me$ngalami tindakan hukum yang me$rugikan, se$pe$rti pe$nangkapan, pe$nahanan, 

pe$nuntutan, dan prose$s pe$radilan yang tidak didukung ole$h dasar hukum yang 

sah. Se$lain itu, hak ini juga be$rlaku jika te$rjadi ke$salahan pihak lain atau 

pe$ne$rapan hukum yang tidak te$pat. Ole$h kare$na itu, individu te$rse$but be$rhak 

untuk me$ngajukan pe$rmohonan ganti rugi.
45

 

Pe$raturan Pe$me$rintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 yang me$ngatur 

te$ntang pe$laksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

me$ne$tapkan be$saran ganti ke$rugian yang dibe$rikan ole$h Pe$me$rintah ke$pada 

korban dalam Pasal 9 

1. Be$sarnya ganti ke$rugian be$rdasarkan alasan se$bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling se$dikit Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (se$ratus juta 

rupiah). 
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2. Be$sarnya ganti ke$rugian be$rdasarkan alasan se$bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 95 KUHAP yang me$ngakibatkan luka be$rat atau cacat se$hingga tidak 

bisa me$lakukan pe$ke$rjaan, be$sarnya ganti ke$rugian paling se$dikit 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

3. Be$sarnya ganti ke$rugian be$rdasarkan alasan se$bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 95 KUHAP yang me$ngakibatkan mati, be$sarnya ganti ke$rugian paling 

se$dikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.600.000.000,00 (e$nam ratus juta rupiah).
46

 

Ganti kerugian dalam hukum islam berdasarkan prinsip Maslahah 

Mursalah (demi kepentingan umum Islam sesuai dengan misi yang diusungnya 

adalah agama yang menyelamatkan, agama perdamaian dan memberi 

perlindungan. Misi besar itu dijunjung dengan harapan dunia ini dalam skala besar 

akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tentu lawan dari semua itu adalah 

kedhaliman dan banyak pula ayat di dalam Kitab Suci Al-qur‟an memberi 

pelajaran supaya hambanya tidak berbuat kedhaliman atau penganiayaan. Justru 

sebaliknya dianjurkan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Adanya 

seseorang yang salah dalam penangkapan dan penahanan serta dibebaskan dari 

hukuman lalu diberi hak untuk direhab nama baiknya (dipulihkan) dan diberi 

ganti kerugian adalah merupakan wujud dari salah satu tujuan pensyariatan 

hukum Islam dalam rangka memberi perlindungan kepada siapapun atas tindakan 

                                                           
46

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772,  Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Pasal 9 



38 
 

 
 

yang tidak sepatutnya atau sewenang-wenang. Dalam hukum Islam, ganti rugi 

untuk korban salah tangkap atau penahanan yang tidak sah didasarkan pada 

prinsip keadilan (al-'adl) dan perlindungan hak-hak individu. Prinsip ini 

mengharuskan negara (atau pihak yang melakukan kesalahan) untuk memberikan 

kompensasi kepada korban atas kerugian yang dideritanya, baik materil maupun 

non-materil, sebagai bentuk keadilan dan pemulihan hak-haknya.
47

 

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 6 Alllah SWT Berfirman: 

ٰٓايَُّهَا ا الَّذِيْنََ ي  مَنوُْٰٓ ا بنِبََاَ  فَاسِق َ  جَاۤءَكُمَْ اِنَْ ا  َ قوَْمًا تصُِيْبوُْا انََْ فَتبََيَّنوُْٰٓ  ۢ ى فتَصُْبِحُوْا بِجَهَالَةَ    فعََلْتمَُْ مَا عَل 

دِمِيْنََ  ن 

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa 

berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu 

kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu 

itu”.
48

 

6. Teori Ganti Rugi 

a. Teori Perundang-Undangan 

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan 

(Gesetzgebungswissenschqft) merupakan ilmu yang interdisipliner yang 

berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu 
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1. Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie), yang berorientasi 

pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian- 

pengertian, dan bersifat kognitif 

2. Ilmu Perundang-undangan (Gesciztebungslehre), yang berorientasi pada 

melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-

undangan, dan bersifat normatif.
49

 

b. Hak Atas Re$stitusi 

Re$stitusi adalah ganti rugi yang dibe$rikan ole$h pe$laku ke$pada korban 

ke$jahatan atau pihak ke$tiga untuk me$mulihkan ke$rugian dan me$ne$gakkan 

ke$adilan. Re$stitusi juga dapat diartikan se$bagai prose$s pe$mulihan atau 

pe$nggantian ke$rugian yang be$rtujuan me$nye $imbangkan ke$mbali kondisi 

yang te$rdampak. 

Adapun be$ntuk re$stitusi yang dapat dipe$role$h korban tindak pidana 

se$bagaimana dise$butkan dalam pasal 7A Undang-undang 31 Tahun 2014 

antara lain : 

a. Ganti ke$rugian atas ke$hilangan ke$kayaan atau pe$nghasilan; 

b. Ganti ke$rugian yang ditimbulkan akibat pe$nde$ritaan yang be$rkaitan 

langsung se$bagai akibat tindak pidana 

c. Pe$nggantian biaya pe$rawatan me$dis dan/atau psikologis.
50
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Dalam Upaya me$mbe$rikan pe$rlindungan ke$pada korban, te$rdapat dua 

mode$l pe$rlindungan yang dapat dibe$rikan, yaitu mode$l pe$layanan, dan 

mode$l hak-hak prose$dural, se$bagaimana te$lah dise$butkan diatas, Ste$phe$n 

Schafe$r me$nge$mukakan 5 siste$m pe$mbe$rian re$stitusi dan kompe$nsasi 

1. Ganti rugi 

2. Kompe$nsasi, be$rsifat pe$rdata te$tapi dibe$rikan prose$s pidana 

3. Re$stitusi yang be$rsifat pe$rdata dan be$rcampur de$ngan sifat pidana 

dibe$rikan me$lalui prose$s pidana 

4. Kompe$nsasi yang be$rsifat pe$rdata, dibe$rikan me$lalui prose$s pidana dan 

disokong ole$h sumbe$r-sumbe$r pe$ngahasilan ne$gara 

5. Adalah kompe$nsasi yang be$rsifat ne$tral dan dibe$rikan me$lalui prose$dur 

khusus.
51

 

 Dalam konte$ks salah tangkap, ganti ke$rugian dibe$rikan de$ngan 

tujuan untuk me$mulihkan re$putasi dan hak-hak yang hilang, se$pe$rti 

ke$be$basan pribadi, re$putasi, dan ke$se$jahte$raan me$ntal korban. 

c. Hak Re$parasi 

Re$parasi adalah tindakan yang dilakukan untuk me$mpe$rbaiki atau 

me$ne$bus ke$salahan yang te$lah dilakukan, dan untuk me$mulihkan korban 

yang te$lah me$ngalami pe$langgaran. Istilah re$parasi se$cara umum digunakan 

untuk me$nje$laskan pe$nggantian ke$rugian atau pe$mbayaran yang dilakukan 

ne$gara atas te$rjadinya pe$langgaran HAM ke$pada se$se$orang yang 
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me$nye $babkan pe$nde$ritaan. Raparasi juga te$rmasuk langkah-langkah diluar 

pe$nggantian uang, te$tapi dapat me$ncakup re$habilitasi, pe$rmintaan maaf 

ke$pada publik, pe$nggantian prope$rti, yang se$suai de$ngan tingkat ke$rusakan.
52

 

Hak atas Re$parasi me$me$rlukan langkah individual dan langkah umum 

kole$ktif. Pada tingkatan individu, korban harus me$ndapatkan pe$mulihan yang 

e$fe$ktif dan prose$dur yang be$rlaku harus dipublikasikan se$luas mungkin. Hak 

atas re$parasi harus me$ncakup se$luruh ke$rugian yang dide$rita ole$h korban. 

Hak ini me$ncakup: (a) Hak korban atas re$parasi dan (b) Ke$wajiban Ne$gara 

untuk me$mbe$rikan ke$puasan bagi korban 

Hukum HAM Inte$rnasional me$nyatakan bahwa hak atas re$parasi  

te$rdiri dari lima e$le$me$n kunci, yaitu: re$stitusi, kompe$nsasi, re$habilitasi, 

ke$puasan korban, dan jaminan tidak te$rulang. Prinsip dasar yang me$ngatur 

re$parasi adalah re$stitutio in inte$grum atau re$parasi atau pe$mulihan se$cara 

pe$nuh (full re$paration). Prinsip ini be$rasal dari gagasan bahwa re$parasi harus 

be$rusaha me$nge$mbalikan korban ke$jahatan ke$ situasi yang ada se$be$lum 

ke$jahatan. Ke$bijakan atau program re$parasi harus dirancang yang 

me$nggabungkan be$rbagai upaya untuk me$ngatasi dampak dan konse$kue$nsi 

umum dari pe$langgaran, se$pe$rti tindakan yang le$bih fle$ksibe$l dan inklusif, 

yang didasarkan pada pe$ngakuan akan tanggung jawab dan me$ngakui hak 

dan martabat yang me$le$kat pada korban.
53
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Dalam kaitannya de$ngan pe$mbe$rian ganti rugi te$rhadap korban salah 

tangkap adalah untuk me$mulihkan kondisi korban se$te$lah hak-haknya 

dilanggar, baik be$rupa kompe$nsasi finansial, pe$mulihan re$putasi, atau bahkan 

pe$rmintaan maaf re$smi. 

d. Hak atas ke$adilan  

Hak atas ke$adilan me$ngindikasikan bahwa se$tiap korban me$miliki 

ke$se$mpatan untuk me$nuntut ke$adilan. Para pe$laku harus dapat dituntut dan 

diajukan ke$ pe$ngadilan dan para korban me$ndapatkan pe$mulihan dan ganti 

rugi.
54

 

Dalam kaitannya de$ngan pe$mbe$rian ganti rugi te$rhadap korban salah 

tangkap yaitu untuk me$ndapatkan pe$rlindungan hukum yang adil dan 

me$madai ke$tika hak-haknya dilanggar, te$rmasuk ke$tika me$re$ka me$njadi 

korban salah tangkap. Te$ori ini me$nghubungkan konse$p ke$adilan de$ngan 

me$kanisme$ pe$mulihan te$rhadap ke$rugian yang dide$rita korban akibat 

tindakan yang tidak sah atau ke$liru ole$h aparat pe$ne$gak hukum. 

e. Asas Ganti Ke$rugian dan Re$habilitasi 

Asas ini dije$laskan dalam butir 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 te$ntang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

se$rta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan 

Ke$hakiman yang juga me$ngatur ke$te$ntuan me$nge$nai ganti rugi. Se$cara le$bih 

rincinya, pe$ngaturan me$nge$nai ganti ke$rugian dan re$habilitasi te$rdapat dalam 
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Pasal 95 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te$ntang 

KUHAP. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana te$rdapat 

pe$nggabungan pidana de$ngan ganti rugi yaitu diatur dalam Pasal 98 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Te$ntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, me$nye $butkan: “Jika suatu pe$rbuatan yang me$njadi 

dasar dakwaan di dalam suatu pe$me$riksaan pe$rkara pidana ole$h pe$ngadilan 

ne$ge$ri me$nimbulkan ke$rugian bagi orang lain, maka hakim ke$tua sidang atas 

pe$rmintaan orang itu dapat me$ne$tapkan untuk me$nggabungkan pe$rkara 

gugatan ganti ke$rugian ke$pada pe$rkara pidana itu.” Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana me$nye$diakan jalur hukum bagi korban ke$jahatan untuk 

me$ngajukan gugatan ganti rugi be$rsifat pe$rdata te$rhadap te$rdakwa, se$kaligus 

de$ngan prose$s pe$me$riksaan pe$rkara pidana yang se$dang be$rlangsung. 

Pe$rmohonan pe$nggabungan masalah ini harus diajukan se$be$lum pe$nuntut 

umum me$ngajukan tuntutan pidana, yaitu pada tahap re$quisitoir.
55

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam pe$nulisan Skripsi ini pe$nulis juga me$lakukan studi 

ke$pustakaan de$ngan cara me$ngamati pe$ne$litian-pe$ne$litian te$rdahulu yang 

te$lah dilakukan. Kajian Te$rdahulu dilakukan agar me$nghindari pe$mahaman 

bagi pe$mbaca ataupun pe$ne$liti te$rse$ndiri te$rhadap duplikasi, re$plikasi, dan 

pe$njiplakan.  
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1. Ega Shintia Putri, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Helvis, I Made 

Kartika: Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak Pidana 

Umum Oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan 

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini 

adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normative. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada penelitian peneliti 

membahas mengenai besaran ganti kerugian sementara di penelitian 

sebelumnya menganilisis terkait dengan hambatan-hambatan dalam 

mendapatkan ganti kerugian.
56

 

2. Saparudin Efendi, Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum : Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) 

Adapun yang menjadi persamaan penelitian peneliti dengan penelitian 

jurnal ini adalah sama-sama menggunakan metode normatif sedangkan yang 

menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu adalah membahas 

perlindungan hukum terhadap korban salah tangkapa dalam segi hak asasi 

manusia dan Kuhap sementara penelitian peneliti berfokus pada tinjauan 

yuridis pemberian ganti rugi dalam peraturan pemerintah nomor 92 Tahun 

2015 serta terkait dengan pengaturan besaran ganti kerugian.
57

 

3. Fikran : Analisis Pe$rlindungan Hukum Te$rhadap Korban Salah Tangkap Dalam 

Pe$radilan Pidana 

                                                           
56

 Ega Shintia Putri, et.al, Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Perkara Tindak 

Pidana Umum Oleh Kepolisian Ditinjau dari Perspektif Keadilan, almufi jurnal sosial  dan 

Humaniora, volume 1, No.3, (2024) 
57

Saparudin Efendi, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error 

In Persona), Volume 9, No.3, (2021) 



45 
 

 
 

Skripsi yang ditulis ole$h Fikran, Mahasiswa Fakultas Hukum 

Unive$rsitas Muhammadiyah Mataram, pada tahun 2020. me$mbahas te$ntang 

Analisis Pe$rlindungan Hukum Te$rhadap Korban Salah Tangkap Dalam 

Pe$radilan Pidana, Adapun yang me$njadi pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan 

ole$h pe$ne$liti de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Fikran ialah sama-sama 

me$mbahas te$ntang ganti ke$rugian yang dibe$rikan ke$pada korban salah 

tangkap. Se$dangkan yang me$njadi pe$rbe$daan adalah te$rle$tak pada pe$ne$litian 

pe$ne$liti yang me$mbahas te$ntang me$kanisme$ pe$mbe$rian ganti rugi bagi korban 

salah tangkap se$rta besaran dalam memberikan ganti rugi bagi korban salah 

tangkap. Se$me$ntara pe$ne$litian Fikran be$rfokus ke$pada pe$rlindungan hukum 

te$rhadap korban salah tangkap.
58

 

4. De$lla Damayanti : Pe$laksanaan Pe$mbe$rian Ganti Ke$rugian Te$rhadap Korban 

Salah Tangkap (E$rror In Pe$rsona) Dalam Pe$rkara Pidana (Studi Kasus: 

Pe$rkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Se$l) 

Skripsi yang ditulis ole$h De$lla Damayanti, mahasiswi fakultas Syariah 

dan Hukum Unive$rsitas Islam Ne$ge$ri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 

2021 me$mbahas te$ntang Pe$laksanaan Pe$mbe$rian Ganti Ke$rugian Te$rhadap 

Korban Salah Tangkap (E$rror In Pe$rsona) Dalam Pe$rkara Pidana (Studi 

Kasus: Pe$rkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Se$l). pe$rsamaan pe$ne$litian 

yang dilakukan ole$h pe$ne$liti de$ngan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h De$lla 

Damayanti ialah sama-sama me$mbahas te$ntang me$kanisme$ pe$laksanaan ganti 
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rugi te$rhadap korban salah tangkap. Adapun yang me$njadi pe$rbe$daanya adalah 

te$rle$tak pada pe$ne$litian pe$ne$liti yang be$rfokus ke$pada tinjauan yuridis te$ntang 

ganti ke$rugian  bagi korban salah tangkap be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah 

Nomor 92 Tahun 2015 se$rta besaran yang harus dibayarkan ke$pada korban 

salah tangkap. Se$me$ntara pe$ne$litian De$lla Damayanti be$rfokus pada ke$ndala 

dan hambatan dalam e$kse$kusi putusan hakim prape$radilan me$nge$nai ganti 

ke$rugian korban salah tangkap de$ngan studi kasus Pe$rkara Nomor 

98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Se$l.
59

 

5. Anindya Pe$rmata Rahmadini : Imple$me$ntasi Hukum Ganti Ke$rugian dan 

Re$habilitasi Atas Pe$rkara E$rror in Pe$rsona 

Skripsi yang ditulis ole$h Anindya Pe$rmata Rahmadini, Mahasiswi 

fakultas Hukum Unive$rsitas Islam Lampung pada tahun 2023 yang me$mbahas 

te$ntang “Imple$me$ntasi Hukum Ganti Ke$rugian dan Re$habilitasi Atas Pe$rkara 

E$rror in Pe$rsona”. Adapun pe$rsamaan pe$ne$litian yang dilakukan ole$h Anindya 

Pe$rmata Rahmadini ialah sama-sama me$mbahas te$ntang ganti ke$rugian 

te$rhadap korban salah tangkap (e$rror in pe$rsona). Pe$rbe$daannya adalah 

te$rle$tak pada pe$ne$litian pe$ne$liti be$rfokus pada tinjauan yuridis atas pe$mbe$rian 

ganti rugi bagi korban salah tangkap se$rta pengaturan terkait besaran yang 

dibe$rikan ke$pada korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan 

dan tidak membahas terkait rehabilitasi. se$me$ntara pe$ne$litian yang dilakukan 

ole$h Anindya Pe$rmata Rahmadini  te$rkait imple$me$ntasi hukum ganti ke$rugian 
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dan re$habilitasi atas pe$rkara e$rror in pe$rsona se$rta faktor Faktor Pe$nghambat 

Imple$me$ntasi Hukum Ganti Ke$rugian dan Re$habilitasi Atas Pe$rkara E$rror In 

Pe$rsona.
60
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Je$nis pe$ne$litian yang dilakukan adalah pe$ne$litian yuridis normatif, yang 

be$rtujuan untuk me$ngkaji pe$ne$rapan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam 

hukum positif. Pe$ne$litian ini be$rsifat normatif, di mana hukum dipandang se$bagai 

se$buah siste$m norma. Siste$m norma te$rse$but me$ncakup be$rbagai aspe$k, se$pe$rti 

norma, kaidah, asas-asas dari pe$raturan pe$rundang-undangan, putusan pe$ngadilan, 

doktrin-doktrin, se$rta yurisprude$nsi.
61

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pe$nde$katan yang digunakan adalah pe$nde$katan pe$rundang-undangan 

(statutory approach), pe$nde$katan konse$ptual (conce$ptual approach) dan 

Pe$nde$katan studi kasus (case$ approach). Pe$nde$katan ini dilakukan de$ngan 

me$ne$laah se$mua pe$raturan pe$rundang-undangan dan re$gulasi yang te$rkait de$ngan 

isu hukum yang se$dang bahas (dite$liti).
62

 

Pe$nde$katan Pe$rundang-undangan (statutory approach), dite$rapkan guna 

me$mahami bagaimana tata cara pe$mbe$rian ganti ke$rugian korban salah tangkap 

be$rdasarkan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 te$ntang Pe$rubahan 

Ke$dua Atas Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 27 Tahun 1983 te$ntang Pe$laksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ke$putusan Me$nte$ri Ke$uangan 
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Re$publik Indone$sia Nomor 983/KMK.01/1983 te$ntang Tata Cara Pe$mbayaran 

Ganti Ke$rugian. 

Pe$nde$katan konse$ptual ini be$rlandaskan pada be$rbagai pandangan dan 

doktrin yang te$lah be$rke$mbang dalam ilmu hukum. Pe$ntingnya pe$nde$katan ini 

te$rle$tak pada pe$mahaman yang me$ndalam te$rhadap pandangan dan doktrin 

te$rse$but, yang dapat be$rfungsi se$bagai landasan untuk me$mbangun argume$ntasi 

hukum dalam me$nghadapi isu-isu hukum yang muncul. De$ngan adanya 

pandangan atau doktrin, ide$-ide$ yang ada akan me$njadi le$bih je$las, be$rkat 

pe$nje$lasan te$ntang pe$nge$rtian hukum, konse$p-konse$p hukum, se$rta asas-asas 

hukum yang re$le$van de$ngan pe$rmasalahan yang dihadapi. 

Pe$nde$katan studi kasus (case$ approach) me$rupakan me$tode$ yang 

dilakukan de$ngan me$nganalisis kasus-kasus yang be$rkaitan de$ngan isu yang 

dihadapi dan te$lah dijadikan ke$putusan ole$h pe$ngadilan yang me$miliki ke$kuatan 

hukum te$tap. Tujuan dari pe$nde$katan ini adalah untuk me$mahami pe$ne$rapan 

norma-norma atau kaidah hukum dalam praktiknya. Pe$ne$kanan khusus dibe$rikan 

pada kasus-kasus yang te$lah diputus, yang dapat kita kaji me$lalui yurisprude$nsi 

te$rhadap pe$rkara-pe$rkara yang me$njadi fokus pe$ne$litian..
63

 

C. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Prime$r 

Bahan Hukum prime$r yang digunakan dalam pe$ne$litian ini yakni 

pe$raturan pe$rundang-undangan te$rkait tata cara ganti ke$rugian se$pe$rti: 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 te$ntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 te$ntang Hak Asasi Manusia 

4. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 te$ntang ke$kuasaan ke$hakiman 

5. Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 92 Tahun 2015 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua Atas 

Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 27 Tahun 1983 te$ntang Pe$laksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ke$putusan Me$nte$ri Ke$uangan 

Re$publik Indone$sia Nomor 983/KMK.01/1983 te$ntang Tata Cara 

Pe$mbayaran Ganti Ke$rugian 

b. Bahan hukum se$kunde$r 

Bahan hukum se$kunde$r yang me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai bahan 

hukum prime$r diantaranya:  

1. Buku-buku yang be$rkaitan dan yang dibutuhkan de$ngan judul dan 

pe$rmasalahan yang akan dite$liti dalam pe$nulisan proposal  ini 

2. Jurnal hukum dan lite$ratur yang be$rkaitan de$ngan pe$nulisan proposal ini 

3. Hasil pe$ne$litian dan karya tulis ilmiah ole$h para pe$ne$liti yang be$rkaitan 

de$ngan pe$nulisan proposal ini. 

c. Bahan hukum te$rsie$r 

 Yang be$rguna se$bagai pe$tunjuk antara lain : 

1. Kamus Hukum 

2. E$nsiklope$dia 
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3. Be$rita Online$ 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pe$ne$litian hukum normatif, te$knik pe$ngumpulan bahan hukum atau 

data se$kunde$r dilakukan me$lalui studi pustaka. Prose$s ini me$ncakup pe$ngkajian 

be$rbagai je$nis bahan hukum, se$pe$rti bahan hukum prime$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r, 

se$rta bahan non-hukum. Pe$ne$lusuran bahan-bahan te$rse$but dapat dilakukan 

de$ngan cara me$mbaca, me$lihat, me$nde$ngarkan, atau me$lalui pe$ncarian di inte$rne$t 

dan we$bsite$ yang re$le$van.
64

 

Pe$ne$liti dalam me$ngumpulkan data-data dalam pe$ne$litian ini 

me$nggunakan studi ke$pustakaan (library re$se$arch). Studi ke$pustakaan diawali 

de$ngan dilakukan me$mbaca Ke$putusan Me$nte$ri Ke$uangan Re$publik Indone$sia 

Nomor: 983/KMK.01/1983 te$ntang Tata Cara Pe$mbayaran Ganti Ke$rugian dan 

Pe$raturan Pe$me$rintah Re$publik Indone$sia Nomor 92 Tahun 2015 te$ntang 

Pe$rubahan Ke$dua Atas Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 27 Tahun 1983 te$ntang 

Pe$laksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. se$bagai sumbe$r data 

prime$r, lalu me$mbaca buku, skripsi, artike$l jurnal, dan be$rita online$ yang 

me$miliki re$le$vansi de$ngan pe$rmasalahan yang se$dang dite$liti.  

E. Analisis Data  

Analisis data adalah langkah krusial dalam prose$s pe$ne$litian. Pe$ntingnya 

tahap ini te$rle$tak pada ke$mampuan untuk me$njawab be$rbagai pe$rtanyaan 

pe$ne$litian yang diajukan. Me$nurut Irawan, analisis data dapat diartikan se$bagai 
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aktivitas yang me$ngubah data me$njadi informasi. Dalam hal ini, data me$rupakan 

hasil dari pe$ncatatan, se$me$ntara informasi adalah makna yang te$rkandung dalam 

hasil pe$ncatatan te$rse$but.
65

 

Dalam pe$ne$litian ini, digunakan me$tode$ analisis data kualitatif yang 

me$manfaatkan be$rbagai je$nis bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud 

me$liputi bahan hukum prime$r, se$kunde$r, dan te$rsie$r, yang ke$mudian diuraikan 

dan dihubungkan se$cara siste$matis. Pe$nde$katan ini be$rtujuan untuk me$njawab 

pe$rmasalahan yang te$lah dirumuskan de$ngan le$bih je$las dan te$rstruktur. Bahan 

hukum yang sudah te$rkumpul dan te$rsusun se$cara siste$matis ke$mudian dianalisis 

de$ngan me$tode$ kualitatif de$skriptif, yaitu me$ngungkapkan dan me$mahami 

ke$be$naran masalah dan pe$mbahasan de$ngan me$nafsirkan data yang dipe$role$h dari 

hasil pe$ne$litian, lalu bahan hukum te$rse$but diuraikan dalam be$ntuk kalimat-

kalimat yang disusun se$cara te$rpe$rinci, siste$matis, dan analisis se$hingga 

me$mpe$rmudah dalam pe$narikan suatu ke$simpulan. Te$knik pe$ngambilan 

ke$simpulan me$lalui pe$ne$le$aahan se$cara de$duktif.
66

 De$duktif adalah me$tode$ 

be$rpikir yang dimulai dari pe$rnyataan umum untuk ke$mudian ditarik ke$simpulan 

yang be$rsifat khusus.  Me$nurut Pe$sce$,  pe$nalaran de$duktif adalah prose$s 

pe$nalaran dari prinsip atau pe$ngamatan umum yang me$nuntun kita me$mpe$role$h 

ke$simpulan untuk se$suatu yang khusus. Ste$rnbe$rg me$nde$finisikan pe$nalaran 

de$duktif se$bagai prose$s pe$nalaran dari satu atau le$bih pe$rnyataan umum te$rkait 

de$ngan apa yang dike$tahui untuk me$ncapai satu ke$simpulan logis te$rte$ntu 
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 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (CV. Penerbit Qiara Media: 

Jawa Timur, 2021), h.122 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian dan pe$mbahasan yang te$lah dilakukan 

me$nge$nai tinjauan yuridis te$rhadap pe$mbe$rian ganti rugi bagi korban salah 

tangkap, dapat disimpulkan se$bagai be$rikut: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 memberikan landasan hukum 

bagi korban salah tangkap untuk memperoleh ganti rugi sebagai bentuk 

perlindungan hak asasi manusia dan jaminan keadilan. Ganti rugi dapat 

diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau ahli waris jika terjadi 

penangkapan, penahanan, atau tindakan hukum lain tanpa dasar hukum 

yang sah. Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak 

putusan berkekuatan hukum tetap, dan diputus oleh hakim yang 

menangani perkara guna memastikan proses yang adil dan transparan. 

Pembayaran Ganti kerugian dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah 

permohonan ganti kerugian disetujui melalui prosedur administratif yang 

melibatkan pengadilan dan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kebijakan 

hukum pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Dengan Surat Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang 

Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian tidak sinkron dalam hal jangka 

waktu pembayaran ganti kerugian sehingga hal ini menimbulkan 

ketidakpastian hukum. 
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2. Ganti kerugian bagi korban salah tangkap diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, termasuk UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun 

2009, dan UU No. 39 Tahun 1999. Bentuk ganti rugi meliputi materiil 

(uang) dan immateriil (pemulihan hak dan martabat). Peraturan 

Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menetapkan besaran ganti rugi 

berdasarkan jenis kerugian, dengan batas maksimal Rp.600.000.000 juta. 

Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tidak memuat dasar penghitungan ganti 

kerugian yang jelas dan adil, sehingga penetapannya menjadi subjektif, 

tergantung kepada hakim dan tidak sebanding dengan kerugian nyata yang 

dialami korban salah tangkap. 

B. Saran  

Dari pe$rmasalahan yang dite$mukan diatas maka pe$nulis me$nyarankan: 

1. pemerintah secepatnya mengubah dan memperbaharui aturan mengenai 

KMK 983 tentang tata cara pemberian ganti kerugian korban salah 

tangkap yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 92 Tahun 2015. Agar terciptanya kepastian hukum dan 

memberikan jaminan keadilan bagi korban salah tangkap, maka prosedur 

pemberian ganti kerugian dan jaminan kepastian terhadap batas waktu 

pemberian ganti kerugian harus kembali disesuaikan dan lebih baik 

melalui proses yang cepat. Perpanjangan waktu tuntutan diperlukan 

adanya kelonggaran atau pengecualian dalam jangka waktu yang 

ditetapkan, misalnya dengan memberikan waktu lebih lama (lebih dari 
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tiga bulan) dalam keadaan tertentu, atau memungkinkan pengajuan 

dengan alasan yang sah jika terjadi keterlambatan.  

2. Proses ganti rugi bagi korban salah tangkap perlu disederhanakan agar 

lebih mudah diakses oleh masyarakat yang awam hukum. Prosedur saat 

ini dinilai rumit, sehingga diperlukan revisi KMK No. 983/KMK.01/1983 

agar selaras dengan PP No. 92/2015. Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 

mengandung kelemahan mendasar dalam menetapkan besaran ganti rugi 

bagi korban salah tangkap penetapan ganti rugi bersifat subjektif, 

tergantung sepenuhnya pada hakim, sehingga diperlukan regulasi 

lanjutan. 
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